BAB : 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan munculnya kegiatan—kegiatan usaha baru dan
pengembangan kegiatan usaha, dalam hal ini baik dibi -
dang perbengkelan, kerajaninan maupun peternakan dan
lain-lainnya, terutama bagi kalangan industri kemil.

Kemudian untuk meningkatkan hasil prodmksi dan pe-
ngembangan uséha yang @dikelola oleh industri kecil ter
sebut, maka Pemerintah Indonesia dalam memasuki pemba-
ngunan jangka panjang tahap II ini, yang bertumpu pada
kesejahteraan rakyat terutama yang berada di bawah ga-
ris kemiskinan atau mereka yang berpenghasilan rendah
dengan berbagai keterbatasannya ( pendidikan relatif
rendah, kehidupan sosial ekonomi yang lemah dan sebagi

an besar tinggal di pelosok pedesaan ).

Sesuai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh BAP
PENAS, USAID, Direktoraf Jendral Pembangunan Daerah De
partemen Dalam Negeri, Departemen Kéuangaﬁ dan Perguru
an Tinggi, sebagaimapa atas Intruksi Presiden yang ber
fokus pada desa tertinggal, bahwa industri kecil dini—
lai sangat baik dan cocok sebagai suatu lémbaga pereko
nomian rakyat kecil dan memiliki prospek untuk dikem -
bangkan; yaitu dengan memberikan modal usaha bagi para

industri kecil.

Berdasarkan evaluasi ini sejak tahun 1984/1985 de-

ngan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
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“Pimur No.197 tahun.1984 pelaksanaan industri kecil te-
lah dibentuk suatu badan dengan nama Kridit Usaha Rak-
yaf_Kecil (KURK)+. KURK ini kemudian diperluas ke desa
atau kelurahan lain diseluruh Jawa Timur secara berta-
hap sampai tahun 1987/1988, jumiéh unit yang bergerak
disektor industri kecil telah mencapai++ 1.600 Unit. De
sa/Kelurahan pada 192 Kecamatan, maka mulai tahun 1988
/1989, sesuai Peraturan Pemerintah Daerah Tingkaf-l Ja
wa Timur Nomor 5 tahun 1987, keberadaan Industri Kecil
lebih dimantapkan lagi dengan meningkatkan statusnya
menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMB) Tingkat I Jawa

Timur yang berkedudukan di Kecamatan.

Dengan bantuan modal yang diberikan oleh Pmerintah
Indonesia tersebut terhadap industri kecil adalah un -
tuk meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha, agar ha-
sil produksinya dapat meningkat dan berkembang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk
meningkatkan pendapatan rakyat kecil, yaitu dengan me-

nyediakan pinjaman uang untuk modal usaha/modal kerja.

Mengenai bantuan modal yang dimaksud yangldiberikal
oleh Pemerintah tersebut kepada industri kecil yaitu
dengan sistim pinjaman yang pelaksanaannya melalui Lem
baga Kridit Usaha Rakyat Kecil (LKURK) adalah pinjaman
tanpa bunga, namun untuk kelancaran pengelolaan Lemba-
ga KURK tersebut setiap orang yang diberi bantuan mo -
dal untuk mengembangkan industrinya atau usahanya dike

nakan Beaya Pengelolaan ( BP ).
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'Adapun besarnya Beaya Pengelolaan (BP) disesuaikan
dengan sistim dan jangka waktu pinjaman.

Misalnya: Si (A) diberi bantuan modal pinjaman sebesar

B 500.000,- dengan jangka waktu selama 22 hari
maka setiap hari orang yang diberi bantuan mo-
dal tersebut diwajibkan membayar #p 25000,- se-
hingga mencapai lp 560.000,~ , sedangkan yang
ip 50.000,~ itu dipotong untuk beaya pengelola-
an KURK sebesar 253 atau sekitar fp 17500,- hal
ini dimaksudkan untuk diberikan kepada pengelo
la industri kecil lainnya, sedangkan yang 75 2
atau sekitar kp 32500,- merupakan uang tabqféan
bagi orang yang telah diberi bantuan olehlﬁgae
rintah tersebut.
Dan uang tabungan atau uang simpanan tersebut
dimaksudkan sebagai upaya mengajak masyarakat
khususnya bagi pihak-pihak yang bergerak_ﬁiéék
tor industri kecil, hal ini demi untuk m;%ing—
katkan partisipasi masyarakat banyak dalam pro
ses pengembangan terutama dalam bidang ekonomi
perdagangan, disamping untuk meningkatkan pen-
dapatan dan kesejahteraan bagi pengusaha-pengu
saha industri kecil yang masih dibawah garis
kemiskinan.

( Wawancara dengan Ibu Lida, Ketua Pembina KURK ).

Adapun yang berhak menerima bantuan modal, sasaramp
nya adalah : |

.‘b
- Petani terutama buruh tani yang @emiliki—
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pekerjaan sambilan;

- Nelayan terutama pendega;

— Peternak.terutama penggaduh;

- Pedagang kecil / mlijo;

- Pengrajin, perbengkelan / Industéi rumah
tangga dan lain sebagainya.

(Wawancara dengan Ibu Maisaroh, wakil ketua

pembina KURK).

Jadi upaya Pmerintah untuk memberikan modal kepada
pihak industri kecil tersebut; antara lain :
- Penyaluran tatacara memperoleh kridit;
— Untuk meningkatkan hasil produkéi dan keuntungan da-
ri uasaha yang dikelolanya;
- Untuk menjadikan industri kecil sebagai mitra usaha;
- Untuk meningkatkan pendapatan dari sisi penyaluran -
dana kepada masyarakat yang hergerak disektor indus-

tri kecil yang masih sederhana sekali.

Atas upaya Pemerintah untuk memberikan modal kepa-
da industri kecil, khususnya yang dikelola orang-orang
Islam dilihat dari segi syari'at Islam telah menjadi
Sunnatullah bahwa manusia harus: bermasyarakat, tunjané
menunjang dan bertolong-tolongan antara satu dengan -
yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima
dan memberikan andilnya kepada orang lain.

Saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidup dan men
capal kemajuan dalam hidupnya. Oleh karena itu tidak

ada alternatif lain bagi manusia normal, kecuali me-—
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nyesuaikan diri deﬁgan peraturan Allah ( Sunnatullah )
tersebut. Namun sebaliknya bagi siapa yang menéntang -
nya dengan jalan mengabaikan atau membiarkan penderita
an orang lain, padahal ia menjadi tanggungannya, maka
Allah SWT. akan memberi sanksi kehinaan atau siksaan
lainnya. Dalam hal ini Allah SWT. berfirman yang ber -

bunyi

iy bemp ey btV s lag A 833 oeds Cay o

Artinya:"Mereka ditimpa kehinaan dimana saja mereka be
rada, kecuali jika mereka berpegang kepada ta-
1i Allah (Syari‘'at Islam) dan berhubungan sesa
ma manusia'.( Depag RI, 1989 ; 94 ).

kemudian untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup
manusia diperlukan kerjasama dan kegotong-royongan, se

bagaimana ditandaskan dalam Al- Qur-an pada surat Al -

Maidah; Allah SWT berfirman :
oalls M) dedsaol Yy ssadlly llidelssolats

Artinya:"Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan
tagwa, dan janganlah kalian bertolong-tolongan
dalam perbuatan dosa dan permusuhan',

( Depag RI, 1989 ; 156 ).

Dalam hadits Rasulullah SAW. juga disebutkan: Beliau -

bersabda :

h_ o nkaiose 2 athy . 5 sl ol 34 de sl

Artinta:"Dari Abi Hurairah R.A. , dari Nabi SAW.beliau
bersabda: Barang siapa memudahkan atas orang
yang susah, Allah akan memudahkan atasnya di -
dunia dan di akherat...Allah senantiasa meno -
long hamba-Nya, selagi hamba itu mau menolong
saudaranya".( Imam Muslim, II ; 78 ).
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-Namun demikian‘untuk mengetahui seberapa jauh upa-

ya Pemerintah dalam memberikan mo@al usaha terhadap in
dusﬁri kecil, perlu diadakan penelitian yang mendalam.
Urgensi penelitiahan tentang masalah tersebut semakin
terasa setelah di dalam kepustakaan tidak dijumpai ha-
sil penelitian tentang masalah tersebut. Dan hiharap -
kan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penyusﬁ

nan program pembinaan kehidupan bernegara dan berbangsa

Identifikasi #asalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dikeda
tahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari:Ten -
tang bentuk dan sistem upaya pemerintah dalam memberi-
kan modal usaha kepada pihak industri kecil yang dike-
lola oleh orang-orang yang beragama Islam.

Untuk memperjelas perlu masalah ini dikaitkan de -
ngan keadaan para pelakunya, dalam hal ini orang-orang
Pemerintah yang beragama Islam yang seharusnya teri -
kat pada aturan-aturan menurut hukum islam. Sehingga —
rumusan masalahnya menjadi: Upaya Pemerintanh untuk mem
berikan modal kepada industri kecil yang dilakukan o-
leh orang-orang yang beragama Islam, ditinjau dari hu-

kum Islam.,

Pembatasan Masalah

Masalah, Upaya Pemerintah untuk memberikan  modal
ditinjau dari segi hukum Islam masih bersifat umam dan

bersegi banyak, karenanya masih memerlukan pembatasan.

Studi yang direncanakan ini akan membatasi diri :



7

- dari segi tempat ': Kecamatan Sawahan Kodya Surabaya.

- dari segi waktu : Selama tahun 1989 sampail th.1994.

Dengan pembatasan rumusan masélahnya:"Upaya Péme -
rintah untuk memberikan modal" , yang dilakukan oleh
orang-orang yahg beragama Islam di Kecamaten Sawahan -
Kodya Surabaya, pada tahun 1989 sampai pada tahun 1994

ditinjau dari segi hukum Islam.

Pe rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah
studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanya-

an berikut

1. Bagaimana diskripsi tentang upaya Pemerintah untuk
memberikan modal terhadap industri kecil di Kecama-

tan Sawahan Kodya Surabaya %

2. Bagaimana bentuk dan sistem pemberian modal yang di
lakukan Pemerintah terhadap pihak industri kecil di
Kecamatan Sawahan Kodya Surabaya ditinjau dari hu -

kum Islam ?

Tujuan Studi

Bertitik tolok dari pemikiran dan motif' tersebut
di atas, maka yang menjadi tujuan studi dalam skripsi
ini ialah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan sistem pembe-
rian modal kepada industri kecil di Kec. Sawahan -

Kodya Surabaya pada tahun 1994, yang dilakukan oleh

pihak Pemerintah yang beragama Islam.
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2. Untuk mengetéhui apakah dalam pelaksanaan yang dila

kukan Pemerintah untuk memberikan modal usaha kepa-
da industri kecil tersebut terdapat penyimpangan-pe

hyimpangan-dari_aturan hukum Islam atau tidak.

- 3. Menggali hukum Islam tentang bentuk dan sistem pem-

berian modal kepada pihak industri kecil yang dibe-

rikan oleh Pmerintah kita.

Kegunaan Studi

Hasil studi skripsi ini penulis harapkan akan ber-
manfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

l. Sebagali upaya dalam memberikan .pengertian mengenai
hal-hal yang berkenaan dengan masalah pemberian mo-
dal kepada industri kecil yang dilakukan oleh Peme-
rintah kita.

2. Sebagai kerangka landasan, baik bagi Pemerintah mau
pun pengusaha yang hendak memberikan modal kepada
industri kecil, sehingga memperoleh kesejahteraan y
pembinaan dan pemantapan dalam kehidupan berbangsa-—
dan bernegara, terutama untuk kalangan para pihak

industri kecil yang beragama Islam.

Data-Data Yang Dihimpun

Data yang perlu dihimpun dalam penelitian ini ada-

lah data-data yang ada relevansinya dengan masalah

-yang akan dibahas, yaitu tentang bantuan Pemerintah da

lam memberikan modal terhadap industri kecil serta pro

ses pelaksanaannya dalam memberikan modal tersebut.



H. -Sumber data dan Teknik Penggaliannya

Sumber data yang dipergunakan dalam kaitannya de -
ngan penulisan skripsi ini, disamping dari penelitihan
kepustakaan juga data yang diperoleh dari lapangan.
Yang diperoleh dari kepusfakaan meliputi data mengenail
aturan hukum tentangubantuk dan sistem pemberian modal

yang dilakukan oleh Pemerintah.

Dari kepustakaan tersebut sumbef datenya adalah
sebagali berikut :

- Abul A'la Al- Maududi, Esensi Al- Qur-an, Pen. Mizan
Bandung, tahun 1984.

~ Abdul Wahhab Khollaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Pen
Risalah-Bandung, t.th.

- Ahmad Ihsan, Hukum Dagang, Cet. IIIL, Pradnya Para -
mita, Jakarta, tahun 1975.

- Amin Azis, M. , Dr. , Ir. , H. , Mengembangkan Bank=-
Islam di Indomesia, Pen. Bangkit, Jakarta, th. 1992.

— Ash~ Shon-any, Subulus Salam, III, Dahlan-Bandung, ta
hun 1984.

~ Ahmad Azhar Basyir, MA. , Garis-Garis Besar Sistem —
Ekonomi Islam, Bagian Pen. Fakultas Ekonomi UGM Yog-
yakarta, th. 1978.

— Abdul Wahid wafi, Dr. , Persamaan Hak Dalam Islam,PT
Al- Ma'Arif, Bandung, th. 193l.

— Abu Ahmad Anshori Umar Sitanggal, Sistem Ekonomi -
Prinsip-Prinsip dan Tujuannya, PT. Blna Karya, Jakar
ta, th. 1979.

- C¢.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum &
di Indonesia , PT. Aksara Baru, Jakarta, th. 1979.

Departemen Agama RI, Al- Qur-an dan Terjemahannya,Yaya
san Penyelenggara Penterjemah al- Qur-an, PT. Bumi Pu-
tra, Jakarta, th. 1989.

- Hamzah Ya'cub, H. . , Kode E¥ik Dagang NMenurut
Islam, Pen. Dja.mba{:an, Jakarta, 1984.
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Imam _ Ibnu Magah ‘sunan Ibnu Majah, II, Darul Fikri -
Belrut t.th.

Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, II, Darul Fikri—Bei
rut, t.th.

Imam Bukharl, Shohih Bukhari, II Darul Fikri-Beirut,
t.th.

Imam Muslim, Shohih Muslim, IV, Darul FikriyBeirut ,
t.th.

Imam Ahmad bin Hambal, KMusnad Ahmad bin Hambal, IT ,
Darus-sShadir, Beirut, t.th.

K.S.T. Pamuntjak, Seluk Beluk dan Teknik Perniagaan,
Pen. CV. , Jakarta, th. 19509.

Sedangkan data dari lapangan diperoleh :

Ketua Kelompok pembina Usaha Rakyat Kecil.

Bapak camat atau wakilnya.

Bapak lurah dan wakilnya.

Ketua kelompok industri kecil.

Instansi terkait antara lain perindustrian, Subdit -

laksos dan sebagalinya.

Metode Analisis Data

— Editing, yaitu pemeriksaan data dari segl kejelasan,

kesesuaian dan kelengkapan data.

-~ Pengorganisasian data, guna memperoleh gambaran yang

sesuali dengan paparan dalam rumusan masalah.

-~ Analisis Lanjut, untuk merumuskan diskripsi tentang

bentuk dan sistem pemberian modal yang dilakukan o -

leh Pemerintah terhadap industri kecil.



